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“KALAU SAJA PUSAT BERPANDANGAN, BAHWA 
DAERAH ADALAH DAERAHNYA PUSAT, DAN DAERAH 

BERPANDANGAN, PUSAT ADALAH PUSATNYA DAERAH, 
MAKA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN 

DAERAH PASTI HARMONIS, KARENA PADA 
HAKEKATNYA MEREKA SALING MEMBUTUHKAN”



JIKA KITA MEMPELAJARI SEJARAH 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DI INONESIA, KITA BISA 
MELIHAT BAHWA HUBUNGAN 

PEMERINTAH PUSAT & DAERAH ITU 
PERNAH MENGALAMI PASANG 

SURUT



PASANG SURUT HUBUNGAN ITU 
DILATARBELAKANGI OLEH 

ADANYA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG YANG MENGATUR 

TENTANG PEMERINTAHAN 
DAERAH 



UUD-RI PADA BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH, 
PASAL 18, MENYEBUTKAN, BAHWA PEMBAGIAN 

DAERAH INDONESIA ATAS DAERAH BESAR DAN 
KECIL, DENGAN BENTUK SUSUNAN 

PEMERINTAHANNYA DITETAPKAN DENGAN UU, 
DENGAN MEMANDANG DAN MENGINGATI 

DASAR PERMUSYAWARATAN DALAM SISTEM 
PEMERINTAHAN NEGARA, DAN HAK ASAL USUL 
DLM DAERAH-DAERAH YG BERSIFAT ISTIMEWA



DALAM PERUBAHAN KEDUA UUD-RI TAHUN 
1945, PADA PASAL 18 (1) DISEBUTKAN, 

BAHWA HUBUNGAN WEWENANG ANTARA 
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA PROVINSI, 

KABUPATEN, DAN KOTA, ATAU ANTARA 
PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA, 

DIATUR DENGAN UU DENGAN 
MEMPERHATIKAN KEKHUSUSAN DAN 

KERAGAMAN DAERAH



LEBIH LANJUT DISEBUTKAN, HUBUNGAN 
KEUANGAN, PELAYANAN UMUM, 

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN 
SUMBER DAYA LAINNYA ANTARA 

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN 
DAERAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN 

SECARA ADIL DAN SELARAS BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG 



KETENTUAN TERSEBUT SANGAT 
JELAS MENEKANKAN TENTANG ASAS 

KEADILAN DALAM KONTEKS 
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH 

PUSAT DENGAN PEMERINTAH 
DAERAH 



SECARA GARIS BESAR, 
INDONESIA MEMILIKI SISTEM 

PEMERINTAHAN YANG 
TERBAGI MENJADI DUA, 

YAITU PEMERINTAH PUSAT 
DAN PEMERINTAH DAERAH



PEMERINTAH PUSAT 
→PENYELENGGARA 

PEMERINTAHAN NEGARA 
INDONESIA. TERDIRI DARI 

PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN. 
DIBANTU OLEH PARA MENTERI



PEMDA → PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN OLEH PEMDA DAN 

DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN 
TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP 

OTONOMI SELUAS-LUASNYA DALAM 
SISTEM DAN PRINSIP NKRI 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUD 
1945 



PADA MASA ORDE BARU, 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
DIDASARKAN PADA UU 

NOMOR 5 TAHUN 1974, 
TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH



DI MASA ORBA, WALAUPUN KEPALA 
DAERAH DIPILIH OLEH DPRD, SEBAGAI 
REPRESENTASI PERWAKILAN RAKYAT 

DI DAERAH, TETAPI DALAM 
PRAKTIKNYA MUSTAHIL SESEORANG 

MENJADI KEPALA DAERAH TANPA 
RESTU DARI PRESIDEN. JADI 

KEKUASAAN PRESIDEN AMAT SANGAT 
KUAT



MERUJUK PADA UU NO. 5 TAHUN 1974, 
BERDASARKAN AZAS DEKONSENTRASI, 

SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN 
PEMERINTAH, DI TINGKAT PROV DIBENTUK 

KANWIL. SEDANGKAN DI TINGKAT 
KAB/KOTA DIBENTUK KANDEP. SECARA 

ESELONERING POSISI INSTANSI VERTIKAL 
LEBIH TINGGI DARIPADA INSTANSI DAERAH 



PADA TAHUN 1998, INDONESIA 
MENGALAMI KRISIS MONETER, NILAI 

RUPIAH TERPURUK, SEHINGGA ADA 
UPAYA RAKYAT UNTUK MENEKAN 

PRESIDEN SOEHARTO, AGAR 
MENGUNDURKAN DIRI. TANGGAL 20 

MEI 1998 AKHIRNYA PRESIDEN 
MENGUNDURKAN DIRI DAN DIGANTI 

OLEH WAKIL PRESIDEN, BJ. HABIBIE



TUNTUTAN UNTUK MENGGANTI 
BERBAGAI UU TERUS MENGEMUKA, 

SALAH SATUNYA ADALAH MENGGANTI 
UU NO. 5 TAHUN 1974, TENTANG 

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI 
DAERAH DAN UU NO. 5 TAHUN 1979 

TENTANG PEMERINTAHAN DESA, MAKA 
PADA ERA PRESIDEN BJ. HABIBIE 

LAHIRLAH UU NO. 22 TAHUN 1999 
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



DASAR PERTIMBANGAN LAHIRNYA 
UU NO. 22 TAHUN 1999 ANTARA 

LAIN UNTUK MENGHADAPI 
PERKEMBANGAN KEADAAN, BAIK DI 

DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI, 
SERTA TANTANGAN PERSAINGAN 

GLOBAL 



PEMERINTAH BERTEKAD UNTUK 
MENYELENGGARAKAN OTONOMI 
DAERAH DENGAN MEMBERIKAN 

KEWENANGAN YANG LUAS, NYATA DAN 
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DAERAH 

SECARA PROPORSIONAL, YANG 
DIWUJUDKAN DENGAN PENGATURAN, 

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN 
SUMBER DAYA NASIONAL 



MASALAH PERIMBANGAN KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH JUGA 

MENDAPATKAN PERHATIAN SESUAI 
DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI, 

PERANSERTA MASYARAKAT, 
PEMERATAAN, DAN KEADILAN SERTA 

POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN 
DAERAH MERUPAKAN BAGIAN 

PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU NO. 22 
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH



SETELAH UU NO. 22 TAHUN 1999 
BERLAKU SELAMA 5 TAHUN, 

PEMERINTAH MEMANDANG DAERAH 
TERLALU KUAT, DITANDAI DENGAN 

TIDAK PATUHNYA SEORANG 
BUPATI/WALIKOTA TERHADAP 

GUBERNUR, DAN BANYAK TERJADI 
KORUPSI DI DAERAH, MAKA UU 

TERSEBUT DIGANTI DENGAN UU NO. 32 
TAHUN 2004



DALAM RENTANG WAKTU 10 TAHUN 
KEMUDIAN, UU NO. 32 TAHUN 2004 

DIPANDANG SUDAH TIDAK SESUAI 
LAGI DENGAN PERKEMBANGAN 

KEADAAN, KETATANEGARAAN DAN 
TUNTUTAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH, MAKA UU 
TERSEBUT DIGANTI DENGAN UU 

NOMOR 23 TAHUN 2014



HUBUNGAN PEMERINTAH 
PUSAT DAN DAERAH, JUGA 
BISA DILIHAT DARI ASPEK 

DANA PERIMBANGAN



MUNCULNYA DANA PERIMBANGAN 
KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH 

DIKARENAKAN ADANYA PEMENCARAN 
KEKUASAAN SECARA VERTIKAL DALAM 

NEGARA, YAITU KEKUASAAN 
PEMERINTAH PUSAT DIBAGI KEPADA 

DAERAH-DAERAH DI BAWAHNYA



PEMENCARAN INI MENGAKIBATKAN 
PEMDA JUGA HARUS MEMPUNYAI 
DANA DALAM PENYELENGGARAAN 

KEKUASAAN ITU SENDIRI. UNTUK ITU 
PERLU DIATUR PERIMBANGAN 

KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH



HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMPUS 
DAN PEMDA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI 

SUATU SISTEM YANG MENGATUR 
BAGAIMANA CARANYA SEJUMLAH DANA 

DIBAGI ANTARA BERBAGAI TINGKAT 
PEMERINTAH, SERTA BAGAIMANA 
CARANYA MENCARI-CARI SUMBER 

PEMBIAYAAN DAERAH UNTUK MENUNJANG 
KEGIATAN-KEGIATAN SEKTOR PUBLIKNYA



HUB ANTARA PEMPUS & DAERAH INI DITANDAI 
DENGAN ADANYA DANA PERIMBANGAN, YAITU 

DANA YANG BERSUMBER DARI PEMPUS YANG 
DIALOKASIKAN KEPADA PEMDA UNTUK 

MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM 
RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI, YANG 

TERDIRI ATAS DAU, DAK, DAN DBH DARI 
PENERIMAAN PAJAK DAN SUMBER DAYA ALAM



MENYIMAK SEJARAH PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DI DAERAH, SEJAK ORDE BARU 

DENGAN POLA HUBUNGAN PUSAT – DAERAH 
YANG CENDERUNG SENTRALISTIK, 

MENGHASILKAN SUATU KEBIJAKAN YANG 
TERPUSAT DI JAKARTA, MENYEBABKAN 

PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

SULIT TERWUJUD, BAHKAN HINGGA SAAT INI



KESENJANGAN ANTAR DAERAH 
BERLANJUT DENGAN 

KETIDAKADILAN DALAM 
PEMBAGIAN HASIL ALAM



KALTIM, YANG SUMBER DAYA 
ALAMNYA MELIMPAH (MINYAK BUMI, 

GAS, BATU BARA) TIDAK DAPAT 
MENIKMATI HASIL ALAMNYA YANG 

MELIMPAH ITU, LANTARAN 
TERGANJAL REGULASI ATAU 

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN



SEMENTARA KONDISI 
INFRASTRUKTUR DI DAERAH 

PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM 
TERSEBUT MASIH SANGAT 

MEMPRIHATIKAN



BAGI SEMUA DAERAH YANG MEMILIKI 
HASIL ALAM, SEPERTI PERTAMBANGAN, 

UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG 
PERIMBANGAN KEUANGAN, WALAUPUN 
SUDAH LEBIH BAIK JIKA DIBANDINGKAN 

DENGAN UU NOMOR 33 TAHUN 2004, 
NAMUN DIRASA BELUMLAH ADIL SEPERTI 

APA YANG DIHARAPKAN



KARENA DBH ANTARA PUSAT DAN 
DAERAH MENGENAI HASIL TAMBANG 

SANGAT SEDIKIT PROPORSINYA 
UNTUK DAERAH YANG 

BERSANGKUTAN



PADAHAL DAMPAK YANG 
DIRASAKAN AKIBAT EKSPLOITASI 

PERTAMBANGAN ADALAH 
MASYARAKAT SETEMPAT, DI 

MANA SDA ITU BERADA



CONTOH FORMULA DBH SDA 
MINYAK BUMI YANG DIHASILKAN 

DARI WILAYAH DARAT DAN 
WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 4 
(EMPAT) MIL DARI GARIS PANTAI, 

DITETAPKAN SEBESAR 15,5%, 
DIBAGIKAN KEPADA :



PROVINSI YBS SEBESAR 2%; KAB/KOTA 
PENGHASIL SEBESAR 6,5%; KAB/KOTA 
YG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN 

KAB/KOTA PENGHASIL SEBESAR 3%; 
KAB/KOTA LAINNYA DALAM PROV YBS 

SEBESAR 3%; KAB/KOTA PENGOLAH 
SEBESAR 1% 



Did you like the resources on this 

template? Get them for free at our other 

different websites:

PHOTOS
● Man giving some keys to a woman

● Crop real estate agent with keys and house

● Female realtor handshaking couple to 

congratulate them on their new house

● Female realtor showing man new house

● Smiley couple enjoying their new house

● Female realtor handing couple the keys for 

their new home

● Embraced smiley couple in their new empty 

house

● Front view of smiley female realtor with 

clipboard in empty house

● Front view of smiley female realtor in empty 

house holding clipboard

● Front view of smiley couple holding house 

plans

RESOURCES

https://www.freepik.com/free-photo/man-giving-some-keys-woman_5240858.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/crop-real-estate-agent-with-keys-house_2111212.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/female-realtor-handshaking-couple-congratulate-them-their-new-house_13104925.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/female-realtor-showing-man-new-house_13104879.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/smiley-couple-enjoying-their-new-house_13104883.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/female-realtor-handing-couple-keys-their-new-home_13104906.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/embraced-smiley-couple-their-new-empty-house_13104903.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/front-view-smiley-female-realtor-with-clipboard-empty-house_13104885.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/front-view-smiley-female-realtor-empty-house-holding-clipboard_13104888.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-photo/front-view-smiley-couple-holding-house-plans_13104899.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
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